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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Valensya Lagonda, NPM: 91611403161056. 2020. Tinjauan Yuridis Penetapan 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walkota. Di bimbing oleh 

Bapak Albert Morangki, SH., MH dan Moh, Irfan Latowale, SH., MH.  

Pada proses pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomo 10 Tahun 2016, setiap calon kepala daerah dilakukan dengan tata cara 

dan prosedur yang berlaku  serta diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat pencalonan 

kepala  daerah, agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki 

kompetensi, integritas, dan kapabilitas.  

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah : 1) 

Untuk mengetahui mekanisme pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah  dalam pemilihan kepala daerah. 2) Untuk mengetahui implikasi 

yuridis terhadap  penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah  dalam 

pemilihan kepala daerah.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis 

Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan cara meneliti bahan-bahan 

pustaka yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.  

Mekanisme pencalonan dan penetapan  calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah  dalam pemilihan kepala daerah  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 meliputi: 1) pengumuman pendaftaran pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 2) pendaftaran pasangan 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 3) penelitian 

persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 

Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 4) penetapan pasangan 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.  
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